
Nomor : 13/PM.00.02/K.SB-10/03/2026 Koto Baru,  26 Maret 2026
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Saran Perbaikan

Kepada Yth:
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok
Di–
     Tempat

Dasar Hukum:
a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang; 

b) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang,
Organisasi  dan  Tata  Kerja  Sekretaris  Jenderal  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum,
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan
Pengawas  Pemilihan  Umum  Provinsi,  Sekretariat  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum
Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

d) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan
Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Luar Negeri,  dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022
tentang  Tata  Kerja  dan  Pola  Hubungan  Pengawas  Pemilu  sebagaimana  telah  diubah
dengan  Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Nomor  18  Tahun  2023  tentang
Perubahan  Atas  Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Nomor  3  Tahun  2022
tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

e) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan
Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

f) Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum Nomor  1  Tahun  2025  Tentang  Pemutakhiran  Data
Pemilih Berkelanjutan; dan

g) Surat  Edaran Ketua  Badan  Pengawas Pemilihan  Umum Republik  Indonesia  Nomor  29
Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Berdasarkan  hasil  pengawasan  dan  koordinasi  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum
Kabupaten Solok dengan stakeholder terkait yang telah dilaksanakan sejak tanggal 1 Desember
2025 s.d 26 Maret 2026 didapati hal-hal sebagai berikut:

a. Pemilih baru berjumlah 578 orang;
b. Pemilih meninggal dunia berjumlah 16 orang; 
c. Pemilih keluar wilayah berjumlah 12 orang;
d. Pemilih masuk wilayah berjumlah  0 orang; dan
e. Pemilih beralih status, (purn) Polri berjumlah 0 orang.   

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

                               1 / 2                               1 / 2



Sehubungan hal tersebut di atas, diminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Solok untuk menindaklanjuti data yang kami sampaikan (Terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

${ttd}

TITONY TANJUNG, M.Pd

Tembusan, Yth:,
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat; dan
2. Arsip
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